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1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2015
tentang Persetujuan Anggaran dan Pelaksanaan
Kegiatan Dengan Pola Tahun Jarnak, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peru bah an
Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun
Jarnak Pembangunan Jembatan Mahakam IV Tahun
Anggaran 2016-2017;

b. bahwa ternyata sampai dengan akhir Tahun 2017
penganggaran belurn tersedia sesuai kesepakatan
tersebut, sehingga berakibat terhambatnya
penyelesaian proyek yang direncanakan selesai pada
akhir Desember 2017;

a. bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan
Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Tahun Jarnak Pembangunan Jembatan
Mahakam IV Tahun Anggaran 2016-2017, kesepakatan
bersama antara Gubernur dan DPRD memuat alokasi
anggaran untuk Kegiatan Tahun Jarnak Pembangunan
Jembatan Mahakam IV dari Tahun 2016 sampai
dengan Tahun 2017;

Menimbang

GUBERNUR KALIMANTANTIMUR,

DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHA ESA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAANKEGIATAN
TAHUN JAMAK PEMBANGUNAN JEMBATAN MAHAKAMIV

TAHUN ANGGARAN2016-2017

TENTANG

NOMOR 52 TAHUN 2017

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahum 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 ten tang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3833);
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15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 36
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan
Kontrak Tahun Jarnak Dalam Pengadaan Barang/.Jasa
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor
36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jarnak
Dalam Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan TimurTahun 2011 Nomor42);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor66);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor
13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07 jPRTjMj2011 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menterai Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/20l1 tentang
Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi dan Jasa Konstruksi;

11. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Sarangj Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5655)
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Pembayaran pekerjaan kepada penyedia barangj jasa dilakukan dengan
Kegiatan Tahun Jarnak selama 3 (tiga) tahun anggaran dimulai sejak tahun
anggaran 2016 sampai dengan tahun 2018.

Pasal6

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

(4) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat
alokasi anggaran untuk Kegiatan Tahun Jarnak Pembangunan
Jembatan Mahakam IV Provinsi Kalimantan Timur dari Tahun 2016
sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp.190.893.275.000,00 (Seratus
Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasa15

Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Mahakam
IVTahun Anggaran 2016-2018 berupa Konstruksi Jembatan.

Pasal4

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jarnak Pembangunan
Jembatan Mahakam IV Tahun Anggaran 2016-2017 (Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

PasalI

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTANTIMUR NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAANKEGIATANTAHUN
JAMAK PEMBANGUNANJEMBATAN MAHAKAMIV TAHUN
ANGGARAN2016-2017

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jarnak
Pembangunan Jembatan Mahakam IV Tahun Anggaran
2016- 2017 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2016 Nomor 4);
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H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198503 1 006

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVo KALTIM

KEPALA BIR HUKUM,

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR TAHUN 2017 NOMOR 52

DR. H. RUSMADI, MS

ttd

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Diundangkan di Samarinda
pada tangga16 Desember 2017

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

ttd

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II
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